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PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KANTOR UPBU KELAS HI OESMAN SADIK

Dasar Hokum: Cara Mengatasi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nom or 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4916),
Undang-Undang Nom or I4..'I'ahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4846),
Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom or 112. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nom or 5038):
Undang-UndangNom or 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nom or 1552. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nom or 5071);
Peraturan Pemerintah Nom or 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nom or 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nom or 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5 149);
Peraturan Presider Nom or 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2022 Nom or 33);
Peraturan Komisi Informasi Pus at Nom or 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Intbrmasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nom or 649),
Peraturan Komisi lnformasi Pusat Nom or 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 I
Nom or 741);
Peraturan Menteri Perhubungan Nom or PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nom or 948);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nom or PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan InfOrmasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nom or 675),

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nom or 67 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerr Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nom or 873).

l.

2.

3.

PPID menyiapkan seluruh dokumen terkait
permintaan informasi dan keberatan yang
pemah diajukan oleh pemohon;
UPT menghadiri proses medias yang
dilakukan oleh Komisi Informasi dan
memberikan keterangan res mi sesuai data,
UPT wajib melaksanakap is putusan
sepenuhn}a. dan PPID mendokumentasikarn
proses penyelesaian sengketa Serta
menjadikannya sebagai bahama evaluasi untuk
perbaikan layman informasi publik.

Keterikatan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Pennintaan Informasi Publik,
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik.

l. Komputer/I aptop,
2. Formulir,
3. Alat Tulis.

Peringatan:

1.

2.

3.

Penyampaian informasi publik hams sesuai peraturan. pelanggaran dapat
dikenakan sandi sesuai peraturan disiplin pegawai,
Informasi yang dikecualikan tidak boleh dipublikasikan untuk menjaga
kerahasiaan negara, keamanan, dan kepentingan umm;
Keterlambatan. kelalaian, atau penyalahgunaan dalam pelayanan informasi
publik dap at menurunkan citra instant dan dikenakan evaluasi kinerja.



SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KANTOR UPBU KELAS III OESMAN SADIK

l.

2.

3.

4.

5.

Apabila tidak mendapatkan
tanggapan ates keberatan yang telah
diaj ukase kepada atasan PPID dalam
jangka waktu 30 (tiger puluh) hart
kerr sejak kcberatan ditcrima olch
atasan PPID atau merissa tidak puss
terhadap informasi yang diberikan,
pemohon informasi dap at
mengajukan sengketa

Pengajuan sengketa dari pemohon
ditujukan kepada Komisi Informasi
Pus at (KIP)

Komisi Informasi Pus at menerirna
pengajuan sengketa Pemohon lau
memberikan Surat pembcritahuan
kepada Atasan PPID terkait
sengketa tersebut

Atasan PPID menerima
pemberitahuan sengketa, Atasan
PPLD dap at mewakilkan sengketa
atau memberikan kuasa kepasa
PPID Utama, PPID Pelaksana atau
PPID Pelaksana UPT

PPID Pelaksana UPT dan PPID
Pelaksana dibantu oleh PFID
Utama

L )

l

No Kegiatan

Pelaksana
Komisi
lnformasi
Fusat (KIP)

Standar Mutu

Ketcrangan
Kelengkapan Waktu OutputPcmohon

PPID
Pelaksana
UPT

PPID
Pelaksaua

PPID
Utama

Ataman PPID

l

|
Surat keberatan

Surat gugatan
sengketa

Surat pengajuan
sengketa

Surat
pemberitahuan
kepada Atasan

PPID

Surat
pemberitahuan

rapat

30 hart kerja

l hart kerr

14 hart kerr
/ paling

lambert 100
hart kellia

l Had; Kellia

l Hari Keda

Surat gugatan
sengketa

Surat pengaj uan
sengketa

Surat
pemberitahuan
kepada Ataman

PPID

Surat kuasa tau
disposisi

Hasil rapat


